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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 4} TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKQTA PADANG,

Memumbang :© bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembapa Teknis Daerah
Kota Padang scbagaimana teclah diubah dengan Peraturan
Dacrah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perhu menelapkan
Pereturan Walikoia tentang Penjabaran Tugas Pokol: dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam langkunpsn Daerah
Propinst Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1923536
Nomor 20,

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 595,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041} schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 423 Tahun 1999
{(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahuan
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambshan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah bLeberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 [Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
ARA44]; -

4, Undang—Undanp Nomer 12 Tahun 2011  tentang
Permnbentukan Peraziuran Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tamhahan Lembaran Negara
Nomeor H234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17V Tahun 1880 tentang
FPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3164};

0. Peraturan Pemcernntah Nemeor 9 Tahun 2003  tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawal Negeri Sipll (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4203} secbagaimana,
ielah dinbah dengan Peraturan Femerintah Nomor 63 Tahun
2009 [Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dasrah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. DPeramuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusen Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemeriniahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Momor 474 1);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
ientang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparalur
Negara dan Menter: Dalam Negeri Nomaor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Fetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Orpanisasi Perangkat Dacrah Dan
Peraturan Pemerntah Nomeor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkalsn, Pemindaban, Dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah ‘T'ahun 2008 Namor (9);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanzan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Dacrah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 17V, Tambahan Lembaran Daerah Nomer 15},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Dacrah Kota
Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 33).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH.

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikorta ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalabh Wablkota Padang;

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah DBadan Perencanaan
Pembanpunan Daecrah Kota Padang;

4, Kepala Baden adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Padang;

5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



10,

11.

12,

13,

14,

15,

16,

17.

18.
19,

20,

21.

22,

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanasn Pembangunan
Daerah;

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dadan Perencanaan
FPembanpunan Daerah,;

Kepala Sul Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Perencanann adalah sugalo proses untuk menentukan undakan masa depan
vang tepat, melalui unitan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia,

Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah,
terpadu dan sistimatis vang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan
dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untule mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi organisasi;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, vang sclanjutnys disingkat
dengan RPJPD adulah dokumen perencanaan untuk periede 20 (dua puluh)
tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daersh, yang selanjuinya disingkat
RPIJMD adalah dolumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang sclanjutnyn disingkat dengan RKFD
adalah dokumen perencanaan untuk pericde 1 {satu) tahun;

Kehijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dolumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
vang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang sclanjut disingkat PPAS adalah
rancangan program prioritas dan patokan btas maksimal anggaran yang

diberikan kepada SKPD untuk setisp program sebagai acuan dalam
penvusunan Rencanan Kerja Anggaran SKPD;

Permukim:an adalah bagian dari linglungan hidup diluar kawasan lindung,
baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau linglungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan;,

Tata Ruang adalah wujud strukutral dan pemanfaatan mang baik
direncanakan maupun tidak:

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata naang,

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjuinya disingkat RKA adalah dekumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan serta tencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan penyvusunan APBLD,

Kuwasan Siap Bangun selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidung tanah yang
fisiknya relah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permuliman
skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkam
dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuat dengan
rencana tata rnarg,

Lingkungan Siap Bangun sclanjutnya disebut Lisiba, adalah sebidang tanah
yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendini yang tv:elah
dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itn juga
sesuai dengan persyaratam pembakuan tata lingkungan tempat tingggal atau
linglungan hunian dan pelayananlingkungan untuk membangun kaveling
tanah matang;

Statistik adalah metode ilmiah unluk menyusun, meringkas, menyajikan dan
menganalisa data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan
dapat dibuat keputusan berdasarkan data tersebut;



BAB 11
BUSTUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pemnbhangunan Daerah, terdiri dan :
2. Kepala Badan:
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Dagian Keuangan;

3. Sub Bagtan Penvusunan Program.
c. Bidang Ekonomi, terdin dari -

1. Sub Bidanp Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

2. Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama,
d. Bidang 3osial dan Budaya, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya;

2. Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan.
¢. Bidang Fistk dan Prasarana, terdiri dari :

1. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;

2. Sub bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
{. Bidang Lithang dan Statistik, terdin dari .

1. Sub Eidang Penelitian dan Pengembangan,

2. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
g. Bidang Pengembangan Wilayah;

1. Sub Bulang Tata Ruang,

2. Sub Ridang Perumahan dan Permukiman.

EAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bapian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 3

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan
urusan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraluran

perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan daerah yang baik.

(2} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padu ayat (1}, Kepala

Badan mempunyai fungsi

a. menyusun kebijakan dacrah bidang perencansan pembangunan dacrah
herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya

pembangunan daerah yang baik,

b, merumuskan sasaran strategis bidang perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
peningkatan lkualitas pembangunan daerah;

untulc

¢. merumuskan program kerja badan perencanaan pembangunan daerah
berdasarlan  kerentuan  peraluran  perundang-undangan — agar
penyelengparaan urusan perencanaan pembangunan dapat terulur secara

tepat dan optimal;

d. mengkoordinasikan penyclenggaraan urusun  pasar dengan  para
stakehoider terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar terwujudnya sinkronisast kebijakan;

e. menyelenggarakan urusan perencansan pembangunan daerah dan tugas
pembuniuan melputi manajemen, penelitian dan pengembungan,
berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dem).

terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas;



1)

(1)

(2]

()

[. mengendabkan penyelenggarazan urusan pasar herdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan scbagai bentuk npaya menjaga mutu dan
efisiens] badan perencanaan pembangunan dacrah;

g. memhinna aparatur dalam penyelenggaraan urnsan  perencanaan
pembangunan sesuai dengan ketentuan vang berlalay agar pencapaian
hasil pelaksanaan tupas dapat lebih efisien dan efektif;

h. mengarahkan penyelenggarsan urusan badan perencanaan pembangunan
daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi
tercapainya melaksanaan tugas yang lepal sasaran;

i, mengevalnast penvelenggaraan urusan percncanaan pembangunan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui
keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

i. melaporkan penyelenggaraan urusan pergncanaan permnbangunan daerah
secari periodik;

k. pengguna anggaran Badan;

l. pengguna barang Badan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yanp dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala Badan.

Sekretaris mempunyal tugas membantu Kepaia Badan dalam memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di ingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah  dalam  urusan umum, urusan
perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepcgawaian, urusan kearsipan,
pcrpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporar,

Untuk menyelenggarakan tupas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. mengakomodir dan melayani kebutuhan pegawai;

b, merencanalkan kelengkapan operasional kantor dan urusan aset;

c. merencanakan dan menyelenggarakan agenda perencanaan pembangunan;

d. menyelenggarakan monitoring, evaluast dan pelaporan kegiatan;

e. menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan; dan

f melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanalan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan
pelayanan administrasi surat menyurat, kepegawaian, rumah tangga dan
peralatan perlengkapan kantor,

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sdalah
a. mengelola sural masuk, surat keluar, kearsipan dan adminisirasi
kepegawaian;

b. melaksanakan urusan kehurmasan;

¢. mclaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan
penyimpanan, dan pendistribusian;

d. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan atat-alat kantor;



e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum,; dan
. melaksanakan gas kedinosan lain yang dibenkan oleh alagan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sulb Bapian Keuangan
Pasal &

{1} Sub Bagian Keuangan dipimmn oleh seorang Kepala Sub Bagian yanpg dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Seloretaris.

(2] Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sckretaris melalksanakan
pengelolaan administras: keuangan.

(3] Penjubaran tugas Sub Bagian Keuanpgan sebagaimana dimalisud ayat (2} adalah:

a. menyusun program dan rencana keuangan;,

b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Keuangan;

c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uwang persediaan, surat
pertintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan
uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta
renghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;

e. mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menylapkan laporan
keuangan;

. menyimpan dan memelihara dokumen kenangan sesual Xetentuan peraturan
perundang-undangan;

g, menyusun Jlaporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesua
ketentuan peraluran perundang-undangan,

h. membkuat evaluasi dan laporan pelaksanasn tugas Sub Bagian Keuangar,
dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan lugas dan fungsinya.

Paragmf 3
Sub Bagian Penyusunan Program
Pasal 7

(1) Sub Bagian Penyusunan Propram dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung juwab
kepada Sckretaris,

(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan
penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan
melakukan evaluas alas pelaksanaanngya.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Penyusunan Program scbagaimana dimaksud
pada ayat [2) adalah :

menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan,

melakukan monitoring pelaksanaan dun perkembangan program kerja;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja; dan

melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

ae o

Bagian Retiga
Bidang Ekanomi
Pasal 8

(1) Bidang Ekonomi dipimpin ocleh scorang Kepala Bidung yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Badan.



(2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
penyvusunan  perencanaan pembangunan  jangka panjang, perencanaan
pembangunan janpke menenegah dan  perencanaan tahunan dibidang
pembangunan pertanian, kehutanann, peternakan, perkebunan, Lkelautan,
perindustrian, pertambangan energi, perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi
dan UKM serta penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;

(3) Unluk menyelengearalkkan lugas sebagaimana dimaksud pada avat {2), Bidang

Ekonomi mempunyai fungsi .

a. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan
dengan instansi  terkait dibidang pertanian, kehutanan, peternakan,
perkebunan, keclautan, perindustrian pertambangan dan  energ,
perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM,
pcnianaman modal dan kerjasama serta keuangan,

b. mengkeoordinasikan  penyusunan perencanaan  pProgram-program
pembangunan Jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
dibidang ekonomi;

c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan pProgram-program
tahunan dibidang ekonomi sesual denpun dokumen RPJP, RPIJM dan RKPD
serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

1. memfasililasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program

— dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan

ekonomi,

e. menyelenggarakan inventarsasi permasalahan dibidang ckonomi serta
merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan
pelaksanaannya,

i melakukan  kegiatan  monitoring dan evaluaslt  program-program
pembangunan bidang ekonomi; dan

g melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberilkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pasal 9

(1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dipimpin oleh secrang Kepala
Sub BRidang vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

— (2) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai tugas menyusun
rencana praogram pembangunan dan kegiatan penclitian bidang pertaman,
kehutanan, pcrkebunsnan, peternakan, perikanan dan kelautan,

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. mengumpulkan dala dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang
pertanian, kehutanan dan perikanan;

b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

¢. menyusun rencana program pembangunan bidang pertanian, kehutanan,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dengan mempedomani
kebijakan telmis lembaga pemerintah terkait,

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah  bidang pertantan, kehutanan,
perkebunan, peternakan, perikanan dar kelautan;

e. mengiventarisir permasalahan pada Sub Bidang pertanian, kehutanan dan
perikanan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan
masalah dan pelaksanaannva;

{ menyiapkan dan melakukan koordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan

kepiatan scsuai dengan bidang Llugas;
menylapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegalan;
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

= 0



1.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
derigan fugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama
Pasal 10

{1) Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama dipimpin olch scorang Kepala Sub
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi,

(2) Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama mempunyai (Lgas menyusun rencana
program pembangunan dan kegietan penelitian bidang perdagangan,
perindustrian, perkoperasian, wusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan
serta bidang penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;

(3) Penjabaran tugas Sub DBidang Perdapangan dan Kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] adalah -

da.

h.
C.

s

[
.

mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan sub bidang
perdapgangan dan kerjasama;

menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan tugas;

melaksanakan dan menyiapkan penyusunan | rencana | program
pembangunan dengan unit kerja  terkait di bidang perdagangarn,
perindustrian, perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan
serta bidang penanaman modal dan kerjasama dan keuangan;

meiaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan
perencanaan  pembangunan bidang perdagangan, perindustrian,
perkoperasian, usaha kecil dan menengah, ketenagalerjaan serta bidang
penanaman modal dan kerjasama serta keuangan;

mengiventarisir permasalahun Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama serla
merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan
pelaksanaannya,

menyiapkan dan mclakukan koordinasi scrta fasilitasi sesusi sub bidang
tugas;

menyiapkan paedoman pelaksanasn tupas dan kepiatan,

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Soslal Dan Budayn
Pasal 11

(1) Bidang Sosial Dan Budaya dipimpin olch scorang Kepala Bidang vang dalam
melaksanakan lugasnya berada dibawali dan bertanggungiawab kepada Kepala
Badan.

{2) Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai tugas melalkukan dan
mengkeordinasikan kegiatan penyusunan per¢ncanaan pembangunan jangke
panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan
tahunan dibidang pembanpgunan agama, pendidikan, kesehatan dan
kebudayaan, kepariwisataan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat,
keluarga berencana, kependudukan, pemuda olah raga.

(3) Untuk menyelenggarakean tugas sebagaimuna dimaksud pada ayat {2), Bidang
Sosial Dan Budaya mempunyai fungsi !

il
[d .

melaksanakan penyusunan dan koordinasi keglatan  perencanaan
pembangunan dengan instansi terkait di bidang agama, pendidikan,
keschatan, kebudeyean, kepariwisataan, kesejahieraan sosial,
pemberdayaan masyarakat, kchuarga berencana, kependudukan, pemuda
dan olah raga;



b. mengkoordinasikan pENyusLNAan pETEnCATI Aan Program-program
pembangunan jungka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
dihidang sesial budaya;

c. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaar PIOETANL-Program
pembangunan tahunan dibidang sosial budaya sesual dengan dokumen
RFJP dan EPJM dan RKPD serta dokumen perencanaan lain vang masih

relevarn:
d. memfasilitasi dan menpkoordinasikan pclaksanaan rencana dan program
dengan satuan kerja perangkat daerah di  bidang perencanaan

pembangunan sosial budaya;

e. menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta
merumuskan langkah-langkah kebijjakan pemecahan masalah dan
pelaksanaannya;

f. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan  penelitian dan  pendataan untulk
mendulung penyusunan perencansan pemhbangunan bidang sosial budays;

g. melakukan  kegiatan monitoring dan  evaluasi program-program
pembangunann bidang sosial budaya; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Parapraf 1
Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya
Pasal 12

(1] Sub Bidang Pendidikarn, Kesehatan dan Budaya dipimpin eleh secrang Kepala
Sub Bidang vanp dalamm melaksanakan tugasnys berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan BDudaya.

(2) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Dudaya mempunyai fugas menyusun
rencana program pembangunan dan kegiatan penelihan bidang agama,
pvendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kepariwisataan.

{3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pendidikan, Keschatan dan Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) adalah :

a. melaksanakan dan menyiapkan  penyusunan  Tencana program
permabangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, kcbudayasan dan
keparnwisalaan;

b. melaksanaken monitoring dan  evaluas perkembangan pelaksanaan
perencanaan pembangunan dacrah bidang agama, pendidilcan, kesehatan,
kebudayaan dan kepariwisataan;

¢, menyiapkan dan melaksanaken penyusunan rencana program dan kegiatan
Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudaya dan Pariwisata;

d. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaasn tugas,; dan

¢. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan
Pasal 13

(1} Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

(2) Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan mempunyat tugas
mempersiapkan penyusunan preogram rencana bidang kependudukan dan

kemasyarakatan.



(3} Penjabaran tupas Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakaian
sebagaimana pada avat (2) adalah :

£,

melaksanskan dan  menyviapkan penyusunan rencana  program
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat,
keluarga berencana, kependudukan, pemuda dan olah raga,

melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah di bhidang kesgjahteraan sosial,
pemberdayaan masvarakat, keluarga berencansa, kependudukan, pemuda
dan clah raga;

membuat cvaluasi dan laporan pelaksanaan tugas: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Fisik Dan Prasaransa
Pasal 14

(1) Bidang Fistk dan Prasarana dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yvang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungawab kepada Kepala
Badan.

{2) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyal tugas melalkkukan keoordmas kegiaslan
penyusunan perencanaan pembangunan  jangka panjang, peréncanaan
pembangunan janpgka menengahh dan perencanaan tahunan dibidang
pembangunan infrastrukinr, perhubungan, sumber daya air dan lingkungan
hidup;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Fisilk dan Prasarana mempunyai fungsi ;

'al

melaksanakan penyusunan kegiatan percncanaan pembangunan dengan
unit kerja terkait dibidang infrastruktur, perhubungan, lingkungan hidup
tdan sumber daya air;

mengkoordinasikan penyisurian [Eerercarian PTORTAN-Progranm
pembangunan jangka panjang, jangka mencngah den jangka pendek
dibidang fisik dan prasarana;

mengkoordinasikan peEnyusunan perencanana program-program
pembangunan tahunan sesum dengan dokumen RPJP dan RPJIM, RKPD
serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana dan program
dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang perencanaan bidang fisik
darn prasarana,

menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang lisik dan prasarana
serta merumuskan lanpkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan
pelaksanaannva;

melakukan  kepglalan  moniluring  dan  evaluasi  program-program
pembangunan bidang fisik dan prasarana; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Prasarans, Sarana dan Utilitas
Pasal 15

(1] Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dipimpin olch seorang Kepala Sub
Bidang yang dalam melaksanakan lugasnya berada di bawah dan bertanggung,
jawab kepada Kepala Bidang FFisik dan Prasarana.



(2) Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyal tugas menyusun
rencana program pembangunan bidang prasarana | sarana dan utilitas

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana
diunaksud pada ayal {2) adalah ;

a. melaksanaken dan  menyiapkan  penyusunan  rencana | program
pembangunan prasarana , sarana dan utilitas sesuai dengan dokumen RPJP
dan RPJM, RKPD serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan;

b, melaksanakan menitoring dan evaluasi perkemnmbangan  pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana , sarana dan utilitas:

c. menyiupkan dan melaksanakan penvusunan rencana program dan kegiatan
Sub bidang prasarana , sarana dan utlitas;

d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

o

Paragraf 2
Sub Bidanpg Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
Pasal 16

(1} Sub Bidang Sumber Dava Air dan Linghungan Hidup dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
berianggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Presarana.

(2) Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyal tugas
menyusun rencana program pembangunan bidang sumber dava air dan
lingkungan hidup sesual dengan dokumen RPJP dan RPJM, RKPD serta
dolumen percncanaan lain vang masth relevan:

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
sebapaunana dimaksud pada ayat (2] adalah :
a. mclaksanakan dan menyiapkan  penyusunan  rencana program

pembangunan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;

b. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan
hidup;

¢, menviapkan dan melaksanakan penyusunen rencana program dan kegiatan
Sub Bidang sumber daya air dan lingkungat hidup;

d. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan

¢, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kecnam
Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik
Pasal 17

(1) Bidang Penclitian, Pengembangan den Statistik dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
hertanggungiawab kepada Kepala Badan.,

(2) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyal tugas melakukan
dan mengkoordinasikan kegiatan penelitan dan pengembangan, kerjasama
penelitian dan penyusuan dan penyajian data statistik dan  informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah,

(3} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pencliian, Pengembangan dan Statistik mempunyail fungsi;
a. menylapkan bahan penyusunan program Lkegiatan penechtian dan
pengembangan untulk rumusan kebijakan pemmbangunan daerah;



b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dalam rangka
pembangunan daerah;

c. melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-
lembapa penelitian dan instansi terkait lainnya;

d. mclakukan rumusan dan laporan hasil penelitian dalam rangka koordinasi
terhadap kebijakan daerah;

e. mensosialisasikan hasil penelitian kepada stake holder untuk pelaksaan
peinbangunan;

. menyusun dan menyajikan data statistik pembangunan daerah untuk
perencanaan dan bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;

g. melakukan penilaian dan analisa data untuk bahan penyusunan evaluasi
rencana program pembangunan daerah; dan

h, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesusi
dengan tugas dan fungsiny:.

Paragraf 1
Sub Bidang Penelitian dan Penpembangan

Pasal 1B

(1) Sub Bidang Penelitian dan Penpembangan dipimpin olch scorang Kepala Sub
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung
jawab kepada Kepala Hidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

(2} Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyal tugas mengumpulkan
dan mempersiapan data untuk bahan kebijakan tcknis penelitian dan
pengembangan yang berkatian dengan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan
Pengembanpan;

(3} Penjubaran tugas Sub Bidang Peneltian dan Pengembangan sebaggimana
dimaksud pada ayat (2) adalah ;

a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan program kepiatan Sub

Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan dacrah;

b. menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Peneclitian dan

Pengembanan sesuai dengan urusan dan priciritas pembangunan;

melzksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Sub Bidang

penclitian dan Pengembangan yang telah ditetapkan;

d. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang
Penelitian dan pengembanpan yang diperintahkan pimpinan,

e. menyusun laperan pelaksanaan tugas dan keguatan Sub Bidang Penelitian
dan pengembangan: dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

o

Paragraf 2
Sub Bidang Data dan Pelaporan
Pasal 19

(1) Sub Bidang Data dan Pelaporan dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.

(2) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan cvaluasi,
meng:anadlisa seria penilaian laporan pelaksanaan pembangunan dacral.

(3) Penjaburan lugas Sub Bidang Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada,
ayat (2) adalah :



mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Sub Bidang
Data dan Pelaporan sesus dengan urmsan:

melakukan analisa data dan bahan laporan program pembangunan daerah:
menyusun rencana Kegiatan tahunan sub bidanpg Data dan Pelaporan sesnai
dengan urusan prioritas pembangunan;

meiaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepgiatan Sub Bidang
Data dan Pelaperan yvang telah ditetapkun;

menylakan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Data
daii Pelaporan yang dibutuhkan;

mesryusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bidang Data dan
Pelaporan; dan

mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikun oleh atasan sesuaj
dengan tugas dan fungsinyva.

Bagian Ketnjuh
Bidang Penpgembangan Wilayah
Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yvang
dalam mclaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangpungjawab kepada
Kepala Badan

(2) Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan koordinasi
kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah dan perencanan tahunan dibidang pembangunan tata ruang
dan permukiman.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [2), Bidang
Pengembangan Wilayah mempunvai fungst

.

d.

melaksanakan penyusunan dan  koordinas:  kegialan  perencanaan
pembangunan bidang pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah;

mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana
kawasan startegis sebagai jabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah;
mengintegrasikan dan memadu serasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Koia
Padung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan,

mengkoordinasikan penyusunarn perencansasn  pProgram  pembanpunan
Jangka puanjang, jaogka menengah dan jangka pendck dibidang
pengembanpan wilayah scsuai dengan dokumen RPEJP dan RPJM, RKPD
scrta dokumen perencanaan lain yvang masih relevan;

memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rencana dan program satuan
kega perangkat daerah di hidang pengembangan wilayah;
mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan yang
timbul di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah
kebljakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya;

mengkoordinasikan pengawasan yang melipuli pemantauan, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian perencanaan tata
ruang;

meclakukan  kegiatan monmitoring dan  evaluasi  program-program
pembangunann bidang pengembangan wilayah,; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 1
Sub Bidang Tata Ruang
Pasal 21

(1) Sub Bidang Tala Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang vang dalam
mclaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengembangan Wilayah.,

(2) Sulb Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyusin rencana  propgram
pembangunan dibidang Tata Ruang.

(3) Penjabaran tugas Sub Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2

adalah ;

a. melaksanakan penyusunan, penctapan dan pelaksaitaan Rencana Tata
Ruang Wilayah,

bh. melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana program pembanpunan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. menylapkan dan melaksanskan penyusunan rencana rinct tata ruang kota
dan kawasan strategis kota;

d. melaksanakan monitering dan evaluasi perkembangan  pelaksanaan
pembangunan daerah bhidang tata raang;

e. mengiventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam
pemaniaatan dan pengendalian tata ruang;

o f. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan)

terhadap Rencana Tata Ruang Kota;

g. mengembanglkan data dan informasi pecnataan ruang  kota untuk
kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan masyarakat);

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kepiatan; dan

melaksanakan tugas Kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
Pasal 22

{1) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh scorang Kepala Sub
Bidang vang dalam melaksanakan tugasnyva berada di bawalh dan bertanggung
jawalb kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.
(2) Sub Bidang Perumahan dan Fermukiman mempunyai tugas menyusun rencana
program pembangunan dan kegiatan hidang perumahan dan permukiman,
p— (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] adalah ;

a.

b.

=

melaksanakan dan menyviapkan  peayustinan | rencana program
pembangunan bidang perumaharn dan permukiman;

mclaksanakan koordinasi penpgendalian dan pengawasan pembangunar
perumahan dan permukiman sesuai dengan RPIJM Perumahan dan
Fermulkiman;

melaksanakan dan mengkeordinasikan program-program pembangunan
perumahan permukiman yang meliputi penetapan Kasiba dan Lisiba
pengembangan perumahan mandiri, penyediaan perumahan murah bagl
masyarakal berpenghasilan rendah, penyediaan sarana prasarana utilitas
bagi perumahan dan pcrmulkiman serta penataan dan peningkatan kualitas
permulaman kumuh perkotaan;

melaksanakan moniloring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan
pembanpunan dibidang pcrumahan dan permukiman;

mengembangan data dan informasi perencanaan perumahan  dan
permulaman uniuk kepentingan pengguna ruang (pemerintah, swasta dan
masvarakat};

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan; dan
mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 4€), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaknu pada tanggal diundangkan.
Agar setiaup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal B8 Desember 2p12

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 (Jegmbes 7001

embina Utama Muda
NIP. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 4 4



